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Kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asy'ari 
terkait dengan asusila yang sedang bergulir di DKPP 

membqyangi penyelenggaraan Pilkada 2024. 
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P 
OTENSI kecurangan 
saat penyelenggaraan 
Pilkada 2024 dipre
diksi lebih marak ter

jadi ketimbang pada Pemilu 
2024 lalu. Selain persoalan 
regulasi yang masih banyak 
celah, masalah integritas 
Ketua KPU Hasyim Asy'ari 
yang diduga terlibat kasus etik 

. bakal jadi faktor berpengaruh. 
Menurut peneliti senior 

Pusat Riset Politik Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN) 
Lili Romli, masih ban yak celah 
yang terdapat pada Undang
Undang Nomor 10/2016 se
bagaimana UU Nomor 7/2017 
tentang Pemilu yang diguna
kan sebagai dasar penyeleng
garaan Pemilu 2024. 

Oleh karenanya, Lili men
dorong pembentuk undang
undang untuk segera mere
visi UU Pilkada. Apalagi revisi 
tersebut juga sudah direko
mendasikan oleh Mahkamah 
Konstitusi (MK) lewat putusan 
sengketa hasil Pilpres .2024 
terdahulu. 

~ "Hal-hal yang potensi mun
cul, yaitu penggunaan dana 
hibah atau bantuan sosial 
d~gan petahana atas kan~ I 
d1dat karena politik dinasti, 
netralitas aparatur sipil negara 
(ASN), klientelisme, dan money 
politics," kata Lili kepada Me
dia Indonesia, kemarin. 

Dalam hal ini Lili mendo
rong Badan Pengawas Pemi
lihan Umum (Bawaslu) untuk 
lebih proaktif dan mencari I 
terobosan yang dapat diter
apkan dalam pengawasan 
Pilkada 2024 agar potensi ke
curangan tidak ada lagi. 

Saat dikonfirmasi, ang
gota Bawaslu RI Berwyn JH 
Malonda mengakui peraturan 
Bawaslu yang disetujui pem
bentuk undang-undang pada 
Rabu (22/5) baru mengatur 
pengawasan pilkada yang 
sifatnya umum. 

Terkait dengan pelanggaran 
netralitas ASN, saat ini pi
haknya masih mengacu pada 

., Perbawaslu Nomor 6/2018 ten
tang Pengawasan Netralitas 
Pegawai ASN, Anggota TNI, 
dan Anggota Polri. 

Komisioner KPU RI Idham 
.• Holik berjanji bakal mem-

perkuat kepemimpinan penye
lenggara daerah guna meng
hindari adanya kecurangan 
dan penyalahgunaan kekua
saan yang terjadi saat pemilu 
tidak terulang pada pilkada. 

"Ya, kami dalam menye
lenggarakan pemilu serentak 
tentunya berupaya menjalan
kan peraturan perundang
undangan, KPU fokus pada 
penguatan kepemimpinan 
sumber daya penyelenggara 
pilkada di daerah," ungkapnya, 
kemarin. 

Dugaan asusila 
Direktur Eksekutif Network 

for Democracy and Electoral 
Integrity Hadar Nafis Gumay 
mengatakan dugaan pelang
garan kode etik penyelenggara 
~emilu (KEPP) terkait dengan 
tmdakan a,susila oleh Hasyim 
Asy'ari terhadap salah seorang 
perempuan anggota panitia 
pemilihan luar negeri (PPLN) 
yang sedang bergulir di Dewan 
Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (J:?KPP) membayangi 
penyelenggaraan Pilkada 2024. 

Dikatakan mantan komi
sioner KPU itu, meskipun 
secara teknis tahapan tidak 
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' '"'terganggu, .publik bakal me
miliki persepsi ters~ndiri ter
hadap KPU sebagai lembaga 
penyelenggara Pilkada 2024 
dalam kepemimpinan Hasyim . 

. Itu berkaca dari bagaimana 
kekecewaan publik yang di
luapkan ter:hadap KPU saat Pe
milu 2024 pada Februari lalu. 

"Di dalam Pemilu 2024 ke
marin, sebetulnya ban yak per
tanya an dan kekurangyakinan . 
dari publik, tapi kan itu berja
lan begitu saja. De.ngan sanksi 
peringatan keras berkali-kali 
oleh DKPP, orang jadi skeptis 
meragukan pemilu," ujarnya, 
kemarin. 

Terpisah, anggota DKPP 
I Dewa Kade Wiarsa Raka 

, Sandi menegaskan pihaknya 
berkepentingan untuk men
ciptakan suasana kondusif da
lam sidang, termasuk perkara 
dug a an pelanggaran kode etik 
penyelenggara pemilu (KEPP) 
oleh Hasyim terkait dengan 
tindakan asusila. (Ykb/P-2) 
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